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ABSTRAKSI

KORUPSI DIPANDANG DARI SUDUT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PROSES PEMERIKSAANNYA DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :
RIZALDY ILYAS HASIBUAN
NPM : 06 840 0077
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan
tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya. Melihat buruknya korupsi dan
dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji
lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat
pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum
mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-
putusannya tentang tindak pidana korupsi.

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian skripsi ini
adalah :
1. Sejauhmana UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
memperluas pengertian subjek pelaku tindak pidana korupsu dlbandmgkan dengan
yang diatur dalam KUH Pidana.

2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut

menurut UU No. 20 Tahun 2001 dihubungkan dengan yang diatur di dalam KUH
1 xuaua
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui : Pengertian
Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal
1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang
ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu
sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi
yang dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada
kepentingan umum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya
dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai
negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan yang bukan
pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah
merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan
Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian pengertian
pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah berlapis tiga yaitu (1) pegawai
negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) pegawai menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3)
Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.
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Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam
tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda
pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka
perlu diberantas dengan tuntas.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi
timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye ndari pemerintah serta
didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap
kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan,
surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat
diskusi.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan —pembicaraan tentang masalah korupsi
ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, penulis merasa

tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pelaku dan pertanggung jawabannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang
akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran
tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : “Korupsi
Dipandang dari Sudut Tindak Pidana Korupsi dan Proses Pemeriksaannya di

Tingkat Pengadilan Negeri (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)” .
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dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Telah banyak yang menangkat Tindak Pidana Korupsi menjadi topik
permasalahan, seperti misalnya “ Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah”, “Kejahatan Korupsi ditinjau dari Sudut
Kriminologi”, dan lain sebagainya. Contoh di atas merupakan judul yang membahas
tindak pidana korupsi di mana dititikberatkan terhadap upaya penanggulangannya dan
atau untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan korupsi ini.

Adapun alasan penulis mengetengahkan judul di atas adalah  untuk
menguraikan dan membahas tentang masalah korupsi terutama untuk mengetahui
tentang pelaku dalam tindak pidana korupsi itu dan bagaimana pertanggung jawaban

.pidananya yang apabila dikaitkan dengan KUH Pidana dapat terlihat semakin luas
tentang pengertian pelaku dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana

korupsi itu sendiri.

C. Permasalahan

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan
judul di atas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup
permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya.

Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan
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barang-barang tersita sekalipun terdakwa telah meninggal dunia, perbuatan secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagai unsur tindak pidana

korupsi serta ancaman hukuman yang lebih berat dalam UU No. 20 Tahun 2001.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan adalah :
1. Dengan adanya tulisan ini diharapkan akan menambah wawasan penulis
khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui akan proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menurut KUH
Pidana dan UU No. 20 Tahun 2001.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas

. Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengambilan Data
Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis
mempergunakan 2 (dua) metode :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian
terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para
sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.

2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan,
dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri

UNIVERSITA M M i éhgambil data sesuai dengan judul penelitian yang disivkan, .

ocu
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini,

Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub

bab, yang antara lain :

BAB I

BABII

BAB 111

BABIV

PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan
ini yang berisikan Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan
Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metode
Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana

Korupsi, Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya serta

- Dasar Hukum ‘Tentang Tindak Pidana Korupsi.

TINJAUAN TENTANG PELAKU DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001 DIHUBUNGKAN
DENGAN KUHP

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Penyertaan Pegawai Negeri
Menurut Undang-Undang No. 20 Tah_'gn 2001, Tindak Pidana Korupsi
Yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri, serta Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bersama-sama Dengan
Non Pegawai Negeri.

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan.Rerkara: Pidana
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Demikian uraian yag dibuat oleh Syah Hussein Alatas tentang ciri-ciri Korupsi.
Dalam hal ini penulis akan memberikan tanggapan setelah menguraikan pula tentang
jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya.

Dari perumusan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 dapat diikhtisarkan dapat enam jenis tindak pidana korupsi yaitu :
1. Tindak Pidana Korupsi Pokok (ayat a dan 1 b)
2. Tindak Pidana Korupsi KUHPidana (ayat 1-c)
3. Tindak Pidana Korupsi Umum bukan Pegawai Negeri (ayat 1-d)
4. Tindak Pidana Korupsi karena Tidak Melapor (ayat 1-¢)
5. Tindak Pidana Korupsi Percobaan (ayat 2)

6. Tindak Pidana Korupsi Permufakatan (ayat 2).

- 1. Jenis Korupsi Pertama

deianjutnya sub (1) a : “Barang siapa dengan melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara
langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui
atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara”.
Unsur-unsurnya :
a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.

UNIVERSFFA2 RS PgRftRu tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
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dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.

Unsur-unsurnya :

a.

b.

Hadiah atau janji
Pegawai negeri
Dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan

atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

Jenis Korupsi Keempat

Rumusan sub (1) e : “Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang

sesingkat-singkatnya telah menerima atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang

tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau

janji kepada yang berwajib.

Unsur—unsurnya T

a. Pembuat telah menernma pemberian atau janjl darl seorang yang diberikan

kepadanya seperti tersebut dalam Pasal 428, 429, dan 420 KUHP. Harus terbukti

dulu bahwa pemberian atau janji yang diberikan kepadanya antara lain :

(1) Mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat atau dianggap oleh si
pembuat melekat jabatannya (Pasal 428 KUHP)

(2) Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
jabatannya (Pasal 419)

(3) Apabila si pemberi hadiah adalah seorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu

UNIVERSITAERS2\Ag prtkara yang diperiksa olehnya (Pasal 420 KUHP)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univel;&&aesslsvlﬁq)% ﬁreeﬁository uma.ac.id)24/7,/24



Rizaldy |lyas Hasibuan - Korupsi Dipandang dari Sudut Tindak Pidana Korupsi.... f’f 21

(4) Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah penerimaan itu ia tidak
melaporkan pemberian atau janji itu kepada yang berwajib.

b. Tidak melaporkannya itu tidak ada alasan yang wajar.

5. Jenis Korupsi Kelima

Rumusan Pasal 1 sub (2) : “Barang siapa melakukan PERCOBAAN atau
permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam ayat (1) a, b, ¢, d, e pasal ini.
Unsur-unsurnya :

Karena di dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak
diterangkan apa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 1 ayat (2) ini, maka
dengan mendasarkan pada Pasal 103 KUHP yang dimaksudkan dengan percobaan
tersebut adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dikehendaki oleh
Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu :

a. INiat sudah ada untuk berbuat kejahatan 1tu
b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh sebab-sebab yang timbul

kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

6. Jenis Korupsi Keenam
Rumusan Pasal 1 sub (2) : “Barang siapa melakukan percobaan atau
PERMUFAKATAN untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam

ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.
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Untuk dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan permufakatan dalam
Pasal 1 ayat (2) kita tidak dapat menemukan dalam penjelasan Undang-Undang No. 20
Tahun 2001, tapi kita harus menemukan di dalam ketentuan lain, yaitu Pasal 88 KUHP-
yang menentukan bahwa permufakatan jahat ada jika ada dua orang atau lebih telah
mufakat untuk melakukan kejahatan.

Setelah diuraikannya tentang ciri-ciri korupsi, dapat disimpulkan bahwa semua
ciri-ciri korupsi tersebut meliputi keseluruhan jenis tindak pidana korupsi dengan kata
lain tidak ada jenis korupsi yang enam itu yang tidak dilengkapi ciri-ciri tersebut.

Demikian halnya tentang kriteria apa yang dibuat untuk menentukan jenis
korupsi tersebut, tidak ada dikemukakan secara tegas dalam penjelasan undang:
undang. Menurut pendpat Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH kriteria untuk menentukan
jenis-jenis perbuatan yang termasuk korupsi adalah terjadi penyalah gunaan kekuasaan
yang secara langsung atau tidak lan'gsung berpengaruh terhadap didahulukannya
kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Setiap jenis korupsi yang ditentukan
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tertampung dalam kriteria
ini.

Dari delik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
dirasakan masih kurang luas, di mana masih banyak perbuatan yang dirasakan seharus
dipidana tapi tercakup didalamnya. Secara sosiologis, nepotisme (memasang keluarga
atau teman pada posisi perintah tanpa memenuhi syarat untuk itu) dipandang sangat
buruk dan merugikan masyarakat, tapi tidak termasuk sebagai delik korupsi. Syah

UNI

RSITAS MEDAN AREA
%—Fussejlﬁwtasaﬁg}aml:bukunya Sosiologi Korupsi membuat klasifikasi komupsi dalam
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tiga kelompok :
a. Paksaan mengeluarkan uvang
b. Sogokan

¢. Nepotisme

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Menurut hemat penulis, sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk
penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa
yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang
menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, sehingga
nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindak yang tepat. |

Bila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang
menyebabkan timbulnya korupsi itu di neém kita ini. Untuk itu penulis
memberanikan diri untuk memberi jawaban.

Kemungkinan besar korupsi itu meraja lela di negara kita ini mungkin karena
para pejabat terpaksa melakukan karena gaji yang tidak memenuhi untuk membiayai
keperluan rumah tangga dan kemungkinan juga pejabat itu dengan sadar melakukan
korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain agar dapat hidup mewah.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat dan merupakan bagian
dalam proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses sosial dan begitu

juga dengan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antara
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merajalelanya korupsi di setiap departemen.

Dalam sejarah demokrasi barat juga pernah terganggu oleh korupsi, selama
abad ke — 18 dan 19. Faktor-faktor itu adalah disebabkan persaingan-persaingan antar-
kelas-kelas dan dalam hal ini dapat terbukti adanya pembelian suara-suara di kala tiba
pemilu, dan juga daerah-daerah pemilihan dijual kepada penawar tinggi.

Selain yang diuraikan di atas, korupsi itu terjadi : “ Untuk melindungi
kepentingan diri sendiri, akhirnya setiap orang dewasa merasa terpaksa harus ikut
melakukan tindakan korupsi seperti penggelapan pajak, biaya masuk, dan para
pengusaha umpamanya bersedia menandatangani kwitansi pembayaran yang
menectapkan harga yang jauh lebih tinggi berganda-ganda dari wajar dengan
kelebihannya dibagi dengan para pejabat yang bersangkutan.

Memang apa yang dikemukan di atas adalah suatu jalan yang paling baik untuk
menjalankan korupsi, yang berakibat uang ke kas negara menjadi berkurang ;1engan
tidak semestinya sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pembangunan karena
sang pejabat dengan oknum-oknum dan para kontraktor saling take and give satu sama
lainn dan dalam hal ini mula-mula dilakukan adalah bersifat sukarela dan kemudian
lama kelamaan menjadi kewajiban.

Mungkin hal ini pada mulanya adalah untuk memperlancar prosedur birokrasi
yang diperlukan untuk mendorong pengambilan keputusan-keputusan yang

dikehendaki tetapi lebih meluas dengan tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dipenuhi.
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yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-
pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana
ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pengertian pegawai
negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat
luas. Dikatakan memperluas, karena ada kata-kata ...” meliputi juga orang-orang”...,
yang demiian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya
diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan
pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok
Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang
disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan
itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus
dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah berlapis tiga, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTPK.

Jadi kalau perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal
2 UUPTPK tidak berlaku lagi bagi ketiga pasal tersebut di atas dan pasal-pasal lain
asal KUHP, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya

UNI@%%M%&%EMM saja, yaitu Pasal 1 ayat (1) syb, d. dan disity pun
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dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau
keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau
daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain
menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tak
dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai
pembantu dalam hal ini, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam
bulan (Pasal 417 KUHP).
d. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau
patut menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu
berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada
berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukum penjara selama-
lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (Pasal 418
KUHP).
e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai
negeri :
le. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa
perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya
supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa
yang berlawanan dengan kewajibannya.

2e. Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu
diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang
telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan
dengan kewajlbannya (Pasal 419 KUHP).
f. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum :
1e. HaKim yang menerima pemoerian atau perjanjian sedang diketanhuinya,
bahwa pemberian atau perjanjian itu dapat diberikan kepadanya untuk
mempengaruhi keputusan sesuatu perkara yang diserahkan pada
pertimbangannya;

2e. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk
sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan
yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah
atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi
pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan
oleh pengadilan itu.

3e. Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa
pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya
mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si
tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun (Pasal 420
KUHP).

g. Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau

an melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1,

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat
dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian
Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan
menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada
jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori
pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya dalam Tindak
Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri
dan yang .dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan yang bukan
pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001
adalah merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92
KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974. Dengan
demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahun 2001 telah
berlapis tiga yaitu (1) pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) pegawai
menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3) Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU

No. 20 Tahun 2001.
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B. Saran

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan korupsi itu lebih banyak dilakukan oleh
pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan kriminal
lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana hukum
belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan korupsi tersebut
berkurang/ terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum
dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan
yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat
terpenuhi.

2. Karena Perumusan Tindak Pidana Korupsi itu sangat luas sehingga bisa saja
setiap perbuatan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi. Kiranya apabila
sesedrang diminta p;ertanggung jawabannya karena telah melakukan suatu
perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001
jangan seenaknya saja menarik atau menyatakan kepada tindak pidana korupsi.
Adalah lebih baik jika dalam KUHP pula diancam kecuali pasal tersebut (pasal

dalam KUHP) yang telah ditarik ke tindak pidana korupsi.
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